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QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN
2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlu
melakukan perubahan dan penyesuaian atas prosedgr
penerimaan dan pengeluaran akutansi pada Satuan Kerja
Pemerintah Kabupaten yang telah diatur dalam Qanun
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh
Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh

Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Mengingat ~ : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355):

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran N

@gara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 3

3 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara P

emaerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomsag
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Badan
Negara Republik Indonesia Tahu
Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah de

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10

23 Tahun 2005 tentang
Layanan Umum (Lembaran
n 2005 Nomor 48 Tambahan
Indonesia Nomor 4502)
ngan Peraturan Pemerintah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerinta

han (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

‘ Tahun 2014 tentang
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar::_\rn Nsagha;
Republik Indonesia Tahun 2014_ Nomor 92,. am
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata ggﬁ
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun'
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

18.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
Dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN

ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Menetapkan

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lem

baran Daerah Kabupaten Aceh
Selatan Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, an

gka 4, angka 13, angka 14 diubah, dan
angka 6, angka 8, angka 9, angka 10 dihapus serta diantara angka 1 dan angka
2 disisip 1 (satu) angka yakni angka 1.a, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

1.a Kabupaten adalah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang
merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasa

nc r Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan peran
unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.

cBiupa’ti adalah Bupati Aceh Selatan

] ) yang dipilih melalui suatu proses
emokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia ujur dan adil.

gkat kabupaten sebagai
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16.

17.

18.

19

21
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Dewan Perwakilan Rakyat Kabu

paten Aceh Selatan yang selanjutnya
disebut DPRK adalah wakil rakyat

yang dipllih melalui pemilihan umum.

Sekretara Daorah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Dihapua

Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Selatan
Oihapus

Oihapus

Dihapus

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dur.h dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang terhubung dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut

Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, p

elaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban. dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Aceh
Selatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat
APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan
ditetapkan dengan

qanun.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaky pengguna
anggaran/pengguna barang.

juga
daerah yang disebut Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan K

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRK.
Bupati/Wakil Bupati dan satuan kerja perangkat daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ad
karena  jabatannya

alah Bupati yang
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan.
Pejabat Pengelola Keua

ngan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang Mmempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBK Kabupaten

Aceh Selatan dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
Bendahara Umum Daerah

yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam pasitas sebagai bendahara umum daerah
Kabupaten Aceh Selatan

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang
dipimpinnya,

Pengguna Barang adalah pejabat
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

TR Masoy

vy g p al ey ...

—

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD
Kabupaten Aceh Selatan.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang' diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPK.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang melalfsanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Selatan pada SKPK.

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK
Kabupaten Aceh Selatan pada SKPK.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit
barang dan oleh karenany
menyusun laporan keuangan

Unit kerja adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
a wajib menyelenggarakan akuntansi dan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun Kabupaten Aceh Selatan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBK

yang memuat kebijakan
asumsi yang mendasari

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
adalah rancangan program prioritas dan p
yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam
Penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK Aceh Selatan.
Rencana Kerja da

n Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK
adalah dokumen pPerencanaan dan pengaggaran yang berisi rencana

yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
nya untuk periode 1 (satu) tahun.

yang selanjutnya disingkat PPAS
atokan batas maksimal anggaran
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40

41.

42.

43

44

45,

486.

47

48,

49,

- ncana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta re
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK,

n
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Dairra‘h );ara?'l
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja danD rga
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

dalah  pendekatan
Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah a .

p;nganggaran berdasarkan kebijakan, dengan per'mgam'bulan‘ kepu:uzag
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektlf lebih 'dan satu tahu
anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan

yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhutungap kebuthlhan dag:
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahuq yang dlrencang. ar: ' 9; -
memastikan kesinambungan program dan kegl_atan yang telah disetujui da
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis

belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Fungsi adalah perwujudan tugas Kepemerintahan dibidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur  dan  mengurus fungsi-fungsi  tersebut yang menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPK
berisi satu atau lebih kegiatan dengan men
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

dalam bentuk upaya yang
ggunakan sumber daya yang
sesuai dengan misi SKPK.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuy atau
lebih unit kerja pada SKPK sebagai tujuan dari dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa. '

sasaran (targef) adalah hasil yang diharapkan dari suaty program atau
keluaran yang diharpkan dari suatu kegiatan.

keluaraq (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
Program dan kebijakan,

Hasil (outcorpe) adalah segala sesuaty yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam saty program.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uan dae

. rah yan
ditentukan oleh Bupati untuk menampu v ok

| ng seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
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51.
52
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penylmS:na;\elﬁzﬁ
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menan;‘p eg el
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh peng
daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu Q|bayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah_
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat bernilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disishkan guna mendanai kegiatan yang

memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran,

Dokumen P_elaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan

gnggarr‘an Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
aerah,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan

2 Anggaran SKPK i
disingkat DPPA- 99 yang selanjutnya

SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan
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67.

68.

69.
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73.

74.

{75!

76.

{7,

1 B"anfﬂ Bagi Haell n

i agai dasar
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dlgunaak;r:1 sebag
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna angg ) o
men perkiraan arus kas masuk yang bersu s
rkiraan arus kas keluar untuk meng
danai pelaksanaan kegiatan

Anggaran Kas adalah doku
dari penerimaan dan pe
ketersediaan dana yang cukup guna men
dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD :da_lath ndgi:r:;;
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiaia
dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disngkat S_P‘F;a:dzlt:t;
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertangtgL:‘ng rjnaen i
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran  untu gaj
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disngkat SPP-UPtadaIa:a?\oktrJnnaig
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran_untuk pemin adan tdilgakukan
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapa

dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU a_dalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pe‘ngeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Pesediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas dasar pengeluaran DPA-SKPK.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKEK yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bahan

pengeluaran DPA-SKPK yang dananya dipergunakan untuk m i
uang persediaan yang telah dibelanjakan. : enggant

g'u{at kPerintah Membayar Tambahan Uan
ISingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh

engguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atzs ggban

pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah

batas pa ; : :
ketentuzn_gu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan

g Persediaan yang selanjutnya
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK
kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBK atau berasal dari perolehannya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPK/unit kerja pada SKPK dilingkungan pemerintah daerah yang dibeptuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyeduaan_
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga/badan dan unit kerja daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, penguijian, pengusutan dan
penilaian.

Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh

DPRK terhadap Pemerintah Kabupaten sesuai tugas, wewenang dan
haknya.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang
dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana /
program dengan kondisi dan / atau kenyataan yang ada

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:
asas umum pengelolaan keuangan daerah;
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:;

asas umum dan struktur APBK;

penyusunan rancangan APBK;

penetapan APBK;

pelaksanaan APBK:

perubahan APBK;

penatausahaan keuangan daerah:;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;

kekayaan dan kewajiban

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

- Ppenyelesaian kerugian daerah;

pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
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3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas:

a. pajak daerah:
retribusi daerah:

b
¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. zakat; dan

e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan
Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dirinci menurut obyek pendapatan yang
mencakup :

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD:;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN; dan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, disediakan untuk meganggarkan penerimaan daerah
yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek
pendapatan yang antara lain :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah:

e

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah:;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h. pendapatan denda pajak;
i.  pendapatan denda retribusi;
J.  pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. pendapatan dari pengembalian;
. fasilitas sosial dan fasilitas umum:
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
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4 Ketentuan Pasal 77 dihapus
5 Ketentuan Pasal 99 dihapus

g Ketentuan Pasal 101 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai
bernkut

Pasal 101

(1) RKA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK disampaikan
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan qanun tentang APBK
dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK

(2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a. ringkasan APBK:

b. ringkasan APBK menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

c¢. rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

f.  daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;

g. daftar piutang daerah:

h.

daftar penyertaan modal (investasi) daerah:

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap;
J.  daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselsesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

|l daftar dana cadangan; dan
m. daftar pinjaman.

(3) Dihapus
7. Ketentuan Pasal 102 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 102

(1) Rancangan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri
atas :
a.

ringkasan penjabaran APBK; dan

b. penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah

, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK memuat penjelasan

sebagai berikut .

11
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untuk pendapatan mencakup dasar hukum:

untuk belanja mencakup lokasi kegiatan: dan
untuk pembiayaan menca
pembiayaan untuk kelom
pengeluaran pembiayaan u
(3) Dihapus

kup dasar hukum, sumber penerimaan
pok penerimaan pembiayaan dan tujuan
ntuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Ketentuan Pasal 104 ayat (2)

diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan
Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104
(1) Bupati  menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta
lampirannya kepada DPRK paling lambat pada minggu pertama bulan
Oktober tahun anggaran

sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk
mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian fancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan Nota

Kesepakatan KUA dan PPAS serta nota keuangan.
(3) Dalam hal bupati

dan/atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka
pejabat yang ditun;

uk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
pejabat/pelaksana

tugas bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRK
yang menendatangani persetujuan bersama.

(4) Dihapus.
Ketentuan Pasal 105 ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 105 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 105

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Qanun tentang APBK, untuk

mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRK.

(2) Pembahasan rancangan Qanun ditekankan pada kesesuaian rancangan
APBK dengan KUA dan PPAS.

(3) Dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBK, DPRK dapat
meminta RKA-SKPK berkenaan dengan program / kegiatan tertentu.
(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dituangkan dalam
dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

(5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK terhadap rancangan Qanun
tentang APBK ditandatangani oleh Bupati dan Pim

pinan DPRK paling lama
1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir

(6) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Pimpinan DPRK berhalangan tetap,
maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku
pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku Pimpinan sementara DPRK
yang menandatangani persetujuan bersama.

(7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
(8) Dihapus.
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10. Ketentuan Pasal 100 ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 109
berbunyi sebagai berikyt

Pasal 109
(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)

disusun dalam fancangan Peraturan Bupati tentang APBK.

(@) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaks

‘ anakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur
Provinsi Aceh.

@) Pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana
“’\"“:"SUG Pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi
ceh.

(4) Rancangan Peraturan Bu
ayat (3) dilengkapi denga
a  nngkasan APBK:
b.

C.

pati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada
n lampiran yang terdiri dari :

nngkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

rnncian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan. Kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan:

rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar piutang daerah;

daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
| daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

l | daftar dana cadangan daerah; dan
b m. daftar pinjaman daerah.
b (5) Dihapus.

5 o ™

R
by |

=
e

- Ketentuan Pasal 112 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan pasal 112 berbunyi il

Scanned with CamScanner



iy
dan DI
A parsetujuan borsamn  antare Pamerintal Kabupalen

tarhadap rancangan Qanun tentang AHE,

1
KUA din PRAS yang disepakat antara upat dan plmplnan DFFKE;

( 1
fanlah  sidang  Jalannya  peambahinsan teihadap  tancangan  Gal
tontang AP, dan

i
nota keuangan dan pldato Buapall parihal penyampaian pengantar not
kKouangan pada sldang DK :

Evaluasi sobagaimana dimakeud pads ayat (1) bartujuan untuk taioapainys
kosorasian antara kobljakan daerah dan kebljakan nasional, keseiasian
antara kepentingan publilc dan kepentingan aparatur serta untuk menali
sejauh mana APBK kabupaten tidak bartentangan dengan kepentingan

umum, peraturan yang lebih tinggl dan/atau qanun lainnys yang ditetapkan
oleh Kabupaten Aceh Selatan

Untuk efoktivitas polaksanaan evaluasi sebagalimana dimakeud pada ayat
(1), Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintahan Kabupaten,

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dituangkan dalam
keputusan Gubernur dan disampalkan kepada Bupatl paling lama 16 (lima
belas) hari kerja torhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud

Apabila Gubernur menetapkan pornyataan hasil evaluasl atas rancangan
Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupatl tentang penjabaran
APBK sudah sesual dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggl, Bupati menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Qanun dan Peraturan Bupatl,

(7). Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Qanun

tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupatl tentang penjabaran APBK
tidak sesual dengan kepentingan umum dan  peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK  melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi,

(8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklan
tetap menetapkan rancangan Qanun
rancangan Peraturan Bupati tentan

juti oleh Bupati dan DPRK dan Bupati
tentang APBK menjadi Qanun dan

9 penjabaran APBK menjadi Peraturan
Bupati, Gubernur, membatalkan Qanun dan Peraturan Bupati dimaksud

sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya,

(9) Pembatalan Qanun dan Peraturan Bupati dan pernyataan berlakunya pagu
APBK tahun sebelumnya sebagaima

na dimaksud pada ayat (8) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam

12. Ketentuan Pasal 117 ayat (6), ayat (7)

dan ayat (8) dihapus, sehingga
keseluruhan Pasal 117 berbunyj sebagai berik

ut

Pasal 117
(1) Rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan bupati tentang
penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi
Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
(2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan Peraturan By
penjabaran APBK sebagaimana dim

pati tentang
lambat 31 Desember tahun anggaran

aksud pada ayat (1) dilakukan paling
sebelumnya.

14
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(3) Dalam hal Bupati

: berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pej

abat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas

Bupati yang menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBK

(4) Bupati menyampaikan Qanun  tentang APBK dan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBK kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan.

(5) Untuk memenuhi azas transparansi, Bupati wajib menginformasikan

substansi Qanun APBK kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam
lembaran daerah.

(6) Dihapus.
(7) Dihapus
(8) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 119 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 119
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBK

ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPK agar menyusun
rancangan DPA-SKPK.

(1)

Rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana
tiap-tiap SKPK serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPK menyerahkan rancangan DPA-SKPK kepada PPKD/Bagian

Keuangan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 120 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 120
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120
(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPK dan DPA-PPKD.

(2) DPA-SKPK memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD
selaku SKPK.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
(4) Dihapus.
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15. Ketentuan Pasal 192 ¢
berbuny: sebaga bersr )~ () SMapis, sehingga kesshnhan Pasal 123

Pasal 123
TENYUSUN anggaran kas Pemerintah Kabupaten guna
230 0203 yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
ah disahian.

kas sebagaimana g

PPKD selaku BUp
mengatur keterged
pengeluaran segya;
DPA-SKPK yang te
2) Anggaran

Kas masul

- imaksud pada (1) memuat perkiraan arus
UK yang bersumber da o

v . fi penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
¥ang digunzkan gynaz mendanzi pelaksanaan kegiztan dalam sefiap
penode

(3) Me‘;i@nS’ne pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kzbupaten distapkan
Galam Peraturan Bupati.

(4) Dihapus

Ketentuan Pagg) 135 i Pasal 135
sdpge : ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan
Derbunyi sebagai berikyt -

Pasal 135
Peiaksanaan kegiatan lanjutan, sebzagaimana dimaksud dalam Pasal 132
nuruf b didasarkan pada DPA-SKPK yang felah disahkan kembali oleh
‘PPP_T(D menjadi DPA Lanjutan SKPK (DPAL-SKPK) tahun anggaran
Denkutnya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPK menjadi DPAL-SKPK
Sebagaimanz dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK menyampaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan
kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran
berjalan.

(3) Jumiah anggaran dalam DPAL-SKPK dapat disahkan setelah terlebih

dahulu dilakukan pengujian ternadap:

a. sisa DPA-SKPK yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan
SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;

b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atay SP2D; atau
c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan

penyelesaian pembayaran.
(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria -

. kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena
| akibat dari force major.

(6) Dihapus.

17 Ketentuan Pasal 149 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 149
m"yi m’ m‘t:

16
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Pasal 149 l
(1) Kepala SKpKp Melaksang

kan panagiha _
(2) Untuk melaksanakan pen 0Ihan dan menatausahakan plutang

“0han piutang g dimaksud
pada ayat (1) Pitang daerah sebagaimana dime
penagihan (1), kepala SKPK menylapkan bukti dan  administrast

(3) Dihapus

(4) Jadwal pelaksanaan APBK tercantum dalam Lampiran B.Y Qanur inf.

18 Ketentuan Pagy| 156 ayat 4
berbunyi sebagai berikut :y (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1%

Pasal 156

Perubahan DPA-SKpk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15% ayat (1)
dapat berupa peningkatan

: atau pengurangan capaian target kinerja
Program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
(2) Peningkatan atau pe

, ._Pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam
format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPK (DPPA-SKPK),

(3) Dalam format DPPA-

: SKPK dijelaskan capaian target kinerja, kelompok,
JEnis, obyek, dan ringian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan
baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan

(4) Dihapus.

(1)

19 Ketentuan Pasal 185 ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehingga
keseluruhan Pasal 185

berbunyi sebagai berikut :

e

Pasal 185

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan

penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
(2) Penatausahaan
menggunakan:
a. buku kas umum;
b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
¢.  buku rekapitulasi penerimaan harian.

(3 mmmmmm
)mmmmw

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
b. surat ketetapan retribusi (SKR);
E ‘¢ surat tanda setoran (STS);

atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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jawabnya
Jpenerinzaan df: eh Menyampaikan  laporan  pe
melalui ppK_SKgf(da Pengguna anggaranikuasa pen
S Paling lambat tanggal 10 bulan berikutn
2 seegar:\ha;:n F;?nerimaan pada SKPK wéjib mempertanggL
jawabnya gd onal  atas Pengelolaan uang yang menjadi ‘
penerimaan k:;gg: PPEGD',‘Yan!paikan laporan  pertangg ".; '
tanggal 10 bylan berikutnya,Bag'an Keuangan selaku BUD pali
() Laporan pertanggyng; : . ; ;
dlawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:; % ‘
3. buku kas umym:
P buku rekapitiag Penerimaan bulanan; dan

C. bukti Penerimaan lainnya yang sah.

(7) PPKD selakq BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan "L ,
pertanggungjawaban bendahara 3

. enerimaan pada SKPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (5). : i : .
(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

(9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi
dimaksud pada ayat (8)

(10) Dihapus.
(11) Dihapus.
(12) Dihapus.

dan analisis sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 186 ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 186
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 186
(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi ‘
geografis wajib pajak dan/atau wa

jib retribusi tidak mungkin membayar
kewajibannya langsung pada BUD, lembaga keuangan atau kantor pos
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara

penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

(2) Bendahara  penerimaan  pembantu wajib  menyelenggarakan

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan;

a. buku kas umum; dan

b. buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu.

(4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah)
b. surat ketetapan retribusi (SKR);

c. surattanda setoran (STS);

' surat tanda bukti pembayaran; dan

1
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0. bukt Penerimag

(5) Bendaharg 0
Dertanggunqllzv:;;‘,?\ AN pembanty  wajib

lambat tanggal 5 bula Ponerimaan kepada ﬂd.ﬁ'

N berikutnya,
(6)  Bendahara Penarimaan wetyaga|
verifikas, - ovalyqy! ; Oaimana dimaksud pada

penerimaan an analisle  atag laporan
(") Dihapus.

" lainnya yang sah,

21 Ketentuan Pasal 191 dihapug

22, Ketentuan Paga
berbunyi sebagai b;rgiima:yat (3) dihapus, sehingga keseluruhan

Pasal 193

1 i
- s::ge'ua"".‘ kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD a
umen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2 M 4
(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbul

Pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
(3) Dihapus

23. Ketentuan Pasal 203 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 205 ayat (5), a '
, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga
keseluruhan Pasal 205 berbunyi sebagai berikut : & ’ .

Pasal 205

(1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:

a. buku kas umum;

b. buku simpanan/bank;

c. buku pajak;

d. buku panjar,

e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
f. register SPP-UP/GU/TUILS.

(2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara
pengeluaran.

(4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPK dalam menatausahakan
penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TUILS.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
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25. Ketentuan Pasal 205
208 berbunyi lebagajw&) ,dan ayat (4) dihapus,

(1) :’en:ar?i;an SPM Wi .
A0t 2 (du2)har e s Ok dala Pl
(2) Penolakan peneritan gpy MMW
(SZF)' lgaling lambat 1 (gat,) sebagaimana dimaksud

(3) Dihapus,
(4) Dihapus,

2.~ eieokion Basolio10 : , 8
berbunyi sebagai beﬂkutayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2

Pasal 210

(1) Dokumen-dokumen ,
yam d u *‘l W!’,‘n 2Tz Zrn
Pengguna  anggaran dalamlg menatausahakan :
membayar mencakup;

a. register SPM-UPISPM—GU/SPM-TUISPM—LS;M

.. register surat penolakan penerbitan SPIM.
(2) Penztausahaan pengeluaran perintzh membayar sebagaimana dimzksud :

pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK. o
(3) Dihapus

27. Ketentuan Pasal 212 ayat (9) dihapus, sehingga keseluruhan Pzsal 212
berbunyi sebagai berikut - o

Pasal 212

i (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang disiukan oleh

L pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditstapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggung jawab pengguna anggarankuasa pengguna
anggaran.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
periode sebelumnya ;

* b. bukti-bukti pengeluaran yang sah.

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat
b ;pemyataan tanggung jawab pengguna anggarankuasa pengguna
- garan.
kapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

at pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna
aran; dan
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N yan
Pan pe 9 sah dan e
an. L oSYaratan yang ditetapkan dalam
(6) Dalam hal dokumep SP
lengkap, kuasa Byp melrefgﬁz
Dal
ik ;aiﬁ‘e*r:::(ggké*::;:t ;Pt';g Sebagaimana dimaksud pada ay
Pagu anggaran, kuacs S r::lr:o(:anlatau pengeluaran terse
(8) Da]am hal kuasa BUD

9aimana dimaksud pa&a
an SP2p,

28. Ketentuan Pasg| 213 ; - .
berbunyi sebagai berikuta;yat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 213

Pasal 213

(1) Penerbitan SP2p sebaqai :

3 aim 6)

gahng lambat 2 (dua) 9aimana dimaksud dalam Pasal 2108 ayat (6)
PM.

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan

(2) Penolakan Penerbitan SP2p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 i': g
ayat (7) paling lambat 1

) (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPM.
(3) Dihapus

29. Ketentuan Pasal 215 ayat (2

; ) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 215
berbunyi sebagai berikut : SRR : :

Pasal 215

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D
mencakup:

(1)

a. register SP2D;

b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
C. buku kas penerimaan dan pengeluaran.
(2) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 216 ayat (3) dan ayat (12) dihapus, sehingga keseluruhan
Pasal 216 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 216

(1) Bendahara pengeluaran secara adminis_tratif _ wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang perseduaanlgantu. uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPK melalui PPK-
SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban
pengeluaran mencakup:

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
g ‘¢. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
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d. register penolakan |a
dan

e. register penutupan kas
(3) Dihapus

() Dalam  mempertanggungjawabkan
dokumen laporan pertanggungjawaba
dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. buku kas umum:
b. ringigasan pengeluaran

Poran pertanggungjawaban p:

pengelolaan uang>
n yang disampaikan

Per rincian obyek yang disertai dengan buk
sah atas pengeluaran dari setiap rinci

m rin s
dimaksud; gkasan pengeluaran per rincian

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan
d. register penutupan kas.

(5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dit |
setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengg
anggaran/kuasa pengguna anggaran. ;

(6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada aya :

(4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan
laporan pertanggungjawaban. k

(7) Ketentuan ‘batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban‘ pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian
laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan bupati.

(8) Untuk tertib‘laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
per.tanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan
paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung
kepada pihak ketiga.

(10) Bendahara pengeluaran pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan  pertanggungjawaban

| pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
i berikutnya.

(11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(12) Dihapus

31. Ketentuan Pasal 219 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 219
- berbunyi sebagai berikut :
' Pasal 219

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan
kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara
' pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

" Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan
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bendahara pengeluaran pe
3 (tiga) bulan. pembantu sekurang-kurangnya

3 pemeriksaan kas seba
dituangkan dalam berita

(4) Dihapus.

gaimana dimaksud pada ayat
acara pemeriksaan k':l. %

32, Ketentuan Pasal 223 dihapus,

Ketentuan Pasal 228 ayat (5) dan ayat (6) di o
3 228 berbunyi sebagai berikut yat (6) dihapus, sehingga keseluru

.

Pasal 228

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi
akuntansi pemerintahan daerah, nsi - menyelenguaEs N

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud padaf
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Qanun ini. 3

(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada a
(1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan
secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam

bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah
dengan buku besar pembantu.

(5) Dihapus.
(6) Dihapus.

34. Ketentuan Pasal 229 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 231 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal
231 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 231

(1) Kode rekening untuk rﬁenyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode
akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

(2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari
kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun
dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik
keuangan negara/daerah.

i (4) Dihapus.
(56) Dihapus.

. Ketentuan Pasal 235 ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 235
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 235
- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi
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Pemerintah K
pemerintahan - Paten dengay .
. e,

Kebija Pedo
¢ dasajr k:gnakUntansi Sebaga i

ekuitas per?::uan' penguﬁﬁlma"a dimaks d
(3) Peraturan Bypae Slanja, dan per’:]b%elaporan

kurangnya memuat;se a%aimang dima Yaan sertg|
a. definisi, pen Ua.‘ 3

laporan keuangan.n'

b. prinsip-prinsip Penyy

SUnan g

(4) Dalam penga N Penyaji

T jg :U?:e?]an PeNgukyran sebya“a_n Pelaporan ke,
kapitalisasi aset, 2<UP Kebijakan ;%i?ean"’.‘ dimaks

(5) Kebijakan harg e

8 peroleh
merupakan pengak,, an sebagg;
e a -29diman
Ler|d|n. dari belanj mc? ter chg:p umar a
elanja ir 2N Nja 0
sebagj;aipkeor:\%mman' Pajak, dan nijlaisvdr'nI -
) Ponen harga perg oo aas‘lar Imbalan
(6) Kebijakan Kapitalisag; St tetap.

merupakan pengakys aset Sebagaimang di
! _ n ter . Imaksud
imbalan lainnya yang dibay::(gap Jumlah kas/setarg kas Pada ayat (4)

n ; dan nilaj waj
(7) Dihapus. sebagai penamiyah Nilai aset tetap, e

mbelian/p
lainn

(8) Ikhtisar kebijakan akuntansi

anggaran dimuat
berkenaan.

yang diberlaky

dalam catatan an pada setiap tahun

atas laporan keuangan tahyn anggaran

37. Ketentuan Bagian Ketiga diubah dan dian

(satu) pasal yakni pasal 236 sehing

tara pasal 236 dan pasal 237 disisip 1
berbunyi sebagai berikut :

ga Bagian Ketiga dan Pasal 236.A

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan
Pasal 236.A
(1) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPK sebagai entitas akuntansi

berupa:

a. Laporan Realisasi Anggaran SKPK:

b. Neraca SKPK;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPK.

(2) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi
berupa:

Laporan Realisasi Anggaran PPKD;

Neraca PPKD;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan "

Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD.

mencerminkan laporan keuangan
keuangan gabungan yang |
;:Fr;?erg:tah daergh sebagai entitas pelaporan berupa
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Laporan Realisas; ap,

99aran
Laporan Perubahgp,
Neraca; SAL/SAK.
Laporan Operasiong|:
Laporan Perubahan g -
Laporan Arus Kas : dai:]ultas,
Catatan atas Laporan Keuangan

Q"0 o0 T

g atontue PESA 2378ampa denger et 2r dih
' apus,

| 284 '

Ketentuan pasa ayat (7), aya © :
' gihapus, sehingga keseluryhan pasal 282'b:3rfltm(y1ig)éb:£at_ é11?( dan ayat (1)
al berikut - &

39

Pasal 284
(1) PPKD menyusun lapor

an keuangan Pemeri
menggabungkan laporan.|g 0 erintah Kabupaten dengan cg
dalam Pasal 283 ayat 3 Poran keuangan Skp ra

; D sebagaimana i
alin . a dimaksugd
tahun anggaran berkenagn? glambats (tiga) bulan setelah berakhirnya

(2) Laporan keuangan Pemeri

an APBD. am rangka memenuhi
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksyg Pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;

c. laporan arus kas: dan
d. catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan.

(5) Laporan keuangan Pemerintahan Kabu
pada ayat (2) dilampiri dengan Ia
laporan keuangan badan usaha milik

paten sebagaimana dimaksud

poran ikhtisar realisasi kinerja dan

daerah/perusahaan daerah.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati
dan laporan kinerja interim di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(7) Dihapus.

' i dimaksud pada
~ (8) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebaganrpana
R ayzt (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati bahwa pengelolian
APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah _dlselenggdara an
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dihapus.

Dihapus.
Dihapus.

jadi
mat surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menja
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tangaun '

per?ggendgaliaixa\il::ernya e el
tercantum dalam Lam:ir:gnmema ;
Ketentuan Pasa| og g b

. : 6
0 berbunyi sebagaj berikuta:yat (3) dihapyg

| Pasaj
(1) g:gitgamen AMpaikan rtancangaae
Naan Apg ese
rta
(€nam) bulan Setelah tahyn a:wagng;glr;ar? gya n
(2) Rancangan Qany s

: n
sebagaimang dimaks A Peﬂanggunglawaban

ud »
laporan realigag; anggar:r?art\e(:gcz\emuat 2poran ke

eua i lapor:
dan ?E;?éasrerlt:pg‘r‘amplr' dengan ‘aPO?‘ana:i:? : a
aerah, an keuangan badan usaha mili
(3) Dihapus

(4) Format dan is; iner .

Negeri tent;sr:s‘;a‘)l:;)aor\rakrlwnei?a e p_ad;a.P’e ol
Pemerintah Daerah saneen i

() Format dan ikhtisar laporan keuangan BU
dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Format rancangan Qanun tentang pertanggt -

APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud a
Lampiran E.XXVI Qanun ini. ;

MD/per

Pasal Il
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengunds
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten A

Ditetapkan di Tapal
pada tanggal 18 De

Diundangkan di Tapaktuan »
pada tanggal & Ju 2015 M

gq% 11437 H
= UPATEN ACEH SELATAN,

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SE ATAN TAHUN 2015 NOMOR é{ovms‘ e,
NOMOR REGISTER QANUN KAB PATEN ACEH SELATAN, P ,
(3/2019)
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PENJELASAN AT
QANUN KABUPATEN ACEQSSELATAN

N ATAS QANUN KABUPATEN ACEH
QUBATENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAE«LQGN

NOMOR 8 TAHUN
ANGAN DAERAH

Dalam rangka tertib admnistrasi dan akuntabilitas sesuai dengan azas-

elolaan keuangan daerah maka perly penyusunan dan »_
xeuangan daerah yang sesuai dengan standar akutansi pam b

~ pengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

__ng Standar Akuntaqsi Pemerintahan maka penyajian dan pelaporan

o ngan daerah harus disusun berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan

™ berbasis akrual.

Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut diatas maka peru melakukan

__tahan dan penyesuaian atas prosedur penerimaan dan pengeluaran

¥ iansi pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang telah diatur dalam
 Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
~ngelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 2,
Ay membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas
nanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
oengelolaan Keuangan Daerah;

‘.f-‘. Z

DEMI PASAL

- I
: Cukup jelas
Cukup jelas
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LAMPIRAN E.xxv1 ¢ QANURN KABUPA

TANGGAL : 18 Desi

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERYATAAN TANGGUNG JAWAB

weuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan » . ... Yang terdiri dari (a) |
_ggaran, (b) Laporan Perubahan SAL/SAK (c) Neraca (d) Laporan Operasional (e) La
| Ekuitas (f) Laporan Arus Kas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran .........
o terlampir adalah tanggung jawab kami,

Ioran keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memada\,«. .'
D\ E

elah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan

cecara layak sesuai dengan Standar Akuntani Pemerintahan.

............... ,tanggal ..
BUPATI ACEH SELATAN
ttd

S S eetec)
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........
...........

(:..) Undang-Undang

. .
...........................

anaan -
huruf 3 perly ditetapkan dalam anﬁrF:BD o mana diksug i
pelaksanaan

tentang pertan ungjawaba
Aceh Selatan T, =k it

ahun Anggaran........ . )¢

L. Undang-Undang Nomor, Tahun..... tentang..............__ )
2 Undan@Undang Nomor ...... Tahun .......... 1L Ty T );

3. dst...... )

4. Peraturan Pemerintah Nomor ............ TahUN cuse AR Tentang.......... )i

5. Peraturan Pemerintah Nomor .......... 1 TANUNG oo Tentang.......... )
6. dst...... );

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.......... Tahun......... tentang ... )
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor.........Tahun....... tentang ............ );

j Bersama
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN

N
TAN TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAA
i JA DAERAH TAHUN ANGGARAN......covvee

pasal 1

angan memuat :
1 ban pelaksanaan APBD berupa laporan keuang
Pertanggungjawaban :
L la.aggran Realisasl Anggar;r\\kl
oran Perubahan GAL/SAK;
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L g, 5000 ks awal pex | Januat tehn
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o Ak ke dat atIVSR non
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anggaran memiat informasi baik secara kuantitatif Kualltatif
QROR OO ta00ran Vevangan —
Pasal 7
[naton petaksanasn APED sebagesmans dimshsud pese! | rercantum dalam Lampiran Q
- Lampirat 1 Laporan realisas anggaran
ampiran 1.1 Binghasan 00ran realsas 30GGAran MeNurut urusan pemerintah daerah dan
1 OGNS
sran 1 RIncan poran realisasi anggaran menurut Urusan pemerintanan deeraf
organisas, pendapatan, belanja dan pembiayaan,

Lampiran 1) RekapRulas: realsasi anggaran beiana daerah menurut urusan oemerintahan
1 daerah, Organsas:, program dan kegiatan,

Lampivan 1 4 Rekapituiay reaksas: anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
: grusan pemenntahan  kabupaten dan fungsi dalam kerangha pengelolaan
" KOUaNgan Negara,

~Lampiran 15  Daftar putang daerah;

3 10 Daftar penyertaan modal (iInvestas!) daerah,

L7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,

~Lampiran 18 Daftar realisas penambahan dan pengurangan aset lainnya;

| Lampiran 1.9 Daflar kegiatan Regratan yang befum diselesaikan sampal akhir tahun dan

d kemball dalam tahun anggaran perikutnya,

110 : Dafar cand cadangan daerah, dan
 Lampiran 113 Daftar pinjaman daerah dan obiigGas saerah
B i e a3
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heuangan Dads’ ssana millie Saeaf pErSanaan

Laporan ans (¥ 3]
Catalan 3Las Q0N Leuangan

sl | @yat (2) terdin dar

Ja@m Lampuian ¥ peratgan "
sagran Lercantum dalam Lampiran vl

pasal 3

Bupan ©WIANG prja0ar 30 pErtangguIgawanan gelaksanaan APBD sebagal
] APED

Pasal 10

memerintahian pengundangan Peraturan Daeran ini dengan
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¢ OAERAH KABUPATEN ACEM SELATAN

BUPATI ACEH SELATAN
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